
Anggota Satgas DTTOT
menyampaikan usulan
pencantuman identitas orang
atau Korporasi yang diduga
melakukan tindak pidana
Pendanaan Terorisme ke POLRI,
untuk selanjutnya POLRI
menyampaikan usulan tersebut
kepada Satgas DTTOT

Satgas DTTOT
mengumpulkan data
dan informasi untuk
mengidentifikasi orang
atau korporasi yang
memenuhi indikator
pencantuman orang
atau korporasi ke dalam
DTTOT

BNPT, BIN, PPATK
memberikan rekomendasi
ke POLRI, untuk selanjutnya
POLRI menyampaikan
permohonan penetapan
pencantuman identitas
orang atau korporasi ke
dalam DTTOT ke PN
Jakarta Pusat

PN Jakarta Pusat
memeriksa permohonan
dan mengeluarkan
penetapan pencantuman
identitas orang atau
korporasi ke dalam DTTOT

PEDOMAN PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG ATAU KORPORASI
DALAM DTTOT YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH

POLRI mencantumkan
identitas orang atau
korporasi ke dalam
DTTOT berdasarkan
penetapan PN Jakarta
Pusat

POLRI menyampaikan
pemberitahuan
pencantuman identitas orang
atau korporasi dari DTTOT dan
perubahan DTTOT disertai
permintaan pemblokiran
secara serta merta ke LPP,
untuk selanjutnya
disampaikan ke Pihak Pelapor

Pihak Pelapor melakukan
Pemblokiran secara serta
merta terhadap Dana milik
orang atau korporasi yang
tercantum dalam DTTOT
dan menyampaikan berita
acara pemblokiran ke POLRI
serta ditembuskan ke LPP

POLRI dan LPP
menerima berita
acara Pemblokiran
secara serta merta
terhadap Dana milik
orang atau korporasi
yang tercantum
dalam DTTOT



Kemlu menerima dan
menyampaikan
rekomendasi identitas
orang atau Korporasi yang
dipublikasikan oleh PBB ke
POLRI dan ditembuskan ke
BNPT, BIN, dan PPATK

BNPT, BIN, PPATK
memberikan rekomendasi
ke POLRI, untuk selanjutnya
POLRI menyampaikan
permohonan penetapan
pencantuman identitas
orang atau korporasi yang
dipublikasikan oleh PBB ke
PN Jakarta Pusat

POLRI menyampaikan
pemberitahuan
pencantuman identitas orang
atau korporasi dari DTTOT dan
perubahan DTTOT disertai
permintaan pemblokiran
secara serta merta ke LPP,
untuk selanjutnya
disampaikan ke Pihak Pelapor

Pihak Pelapor melakukan
Pemblokiran secara serta
merta terhadap Dana milik
orang atau korporasi yang
tercantum dalam DTTOT
dan menyampaikan berita
acara pemblokiran ke POLRI
serta ditembuskan ke LPP

POLRI dan LPP
menerima berita
acara Pemblokiran
secara serta merta
terhadap Dana milik
orang atau korporasi
yang tercantum
dalam DTTOT

PN Jakarta Pusat
memeriksa permohonan
dan mengeluarkan
penetapan pencantuman
identitas orang atau
korporasi ke dalam DTTOT

POLRI mencantumkan
identitas orang atau
korporasi ke dalam
DTTOT berdasarkan
penetapan PN Jakarta
Pusat

PEDOMAN PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG ATAU KORPORASI
DALAM DTTOT YANG BERSUMBER DARI PBB


